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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26D Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi; 

 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 473); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENCATATAN SUMBER 

DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
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1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

3. Sumber Daya Material Konstruksi yang selanjutnya 

disingkat SDMK adalah material yang digunakan dalam 

Pekerjaan Konstruksi. 

4. Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang selanjutnya 

disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang 

digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi. 

5. Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan 

Konstruksi yang selanjutnya disebut Pencatatan SDMPK 

adalah pencatatan SDMK dan SDPK pada pangkalan data 

Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. 

6. Manajemen Pencatatan SDMPK adalah suatu kesatuan 

tata kelola pencatatan yang saling terkait antara sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana, dana, kegiatan, 

data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi 

untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pencatatan 

SDMPK. 

7. Produsen SDMK adalah setiap badan usaha yang 

melakukan kegiatan di bidang produksi SDMK. 

8. Pemilik SDPK adalah kementerian/lembaga, dinas, 

instansi, badan usaha, atau perseorangan yang 

menguasai SDPK dibuktikan dengan bukti kepemilikan 

berupa faktur penjualan, bukti pemilik kendaraan 

bermotor, akta jual beli, kuitansi pembelian, perjanjian 

sewa beli, surat hibah, atau bukti kepemilikan sah 

lainnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang 

ditunjuk oleh Pemerintah. 

9. Tingkat Komponen Dalam Negeri SDMK yang selanjutnya 

disingkat TKDN SDMK adalah besaran kandungan dalam 

negeri pada SDMK. 

10. Tim Pengelola Pencatatan SDMPK yang selanjutnya 

disebut Tim Pengelola Pencatatan adalah tim yang 

dibentuk untuk menyelenggarakan Pencatatan SDMPK. 
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11. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah 

penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa 

Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan 

telekomunikasi. 

12. Verifikasi dan Validasi adalah proses pemeriksaan dan 

pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen 

permohonan sesuai dengan persyaratan. 

13. Nomor Pencatatan adalah kombinasi huruf dan angka 

yang memuat jenis dan nomor pengenal yang berfungsi 

sebagai identitas. 

14. Tanda Pencatatan adalah simbol kode respon cepat yang 

memuat Nomor Pencatatan, data, dan informasi yang 

dapat dipindai. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

 

Pasal 2 

Pencatatan SDMPK dilaksanakan secara sederhana, mudah, 

cepat, akurat, informatif, dan tanpa dipungut biaya. 

 

Pasal 3 

(1) SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan 

Konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan 

penggunaan produk dalam negeri. 

(2) SDMK dan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan 

peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem 

Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. 

 

BAB II 

JENIS SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN 

KONSTRUKSI YANG DICATATKAN 

 

Pasal 4 

(1) SDMK yang dicatatkan meliputi jenis material dasar 

utama dan material olahan utama yang digunakan dalam 

Pekerjaan Konstruksi. 
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(2) Jenis material dasar utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi varian: 

a. semen; 

b. baja; 

c. baja ringan; 

d. aspal minyak;  

e. aspal buton; 

f. batu; 

g. kayu; 

h. abu terbang; dan 

i. terak besi, baja dan nikel. 

(3) Jenis material olahan utama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi varian: 

a. beton pracetak; 

b. pipa nonbaja; 

c. bata ringan; 

d. ubin; 

e. genteng; 

f. saniter; 

g. panel gipsum; 

h. kaca; dan 

i. cat. 

 

Pasal 5 

(1) SDPK yang dicatatkan meliputi jenis: 

a. pesawat angkat; 

b. pesawat angkut; 

c. pesawat tenaga dan produksi; dan 

d. pesawat atau peralatan konstruksi lainnya. 

(2) Jenis pesawat angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi varian: 

a. keran angkat; 

b. keran lantai kerja; dan 

c. dongkrak. 

(3) Jenis pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi varian: 
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